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ABSTRAK

Lia Novita Sari, NPM. 1305170727. Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan
Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan K euangan Daerah Kabupaten
Gayo L ues, 2017. Skripsi.

Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan K abupaten Gayo Lues
adalah instansi pemerintah yang diberikan tugas untuk mengelola penerimaan daerah
yaitu dari sektor pajak di daerah termasuk pajak hotel yang merupakan penerimaan
daerah yang digunakan untuk membiaya pembangunan dan pengelolaan daerah
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui penyebab terjadinya
penurunan pajak hotel tahun 2016 di Kabupaten Gayo Lues, untuk mengetahui
bagaimana fungs anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak hotel yang
dibuat oleh bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo L ues.

Metode yang digunakan dalam jenis penelitian deskriptif yaitu suatu
penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterprestasikan, dan
menganalisa data dengan cara melakukan perbandingan antara teori-teori dengan
objektif yang terjadi sehingga memberi gambaran yang lengkap tentang permasal ahan
penelitian.

Hasil penelitian ini adalah penerimaan pgak hotel pada Badan Pengelolaan
Keuangan khususnya bidang Pendgpatan Kabupaten Gayo Lues sudah efektif tetapi
belum optimal karena dapat dilihat dari penerimaan setiap tahunnya meningkat tetapi
di tahun 2016 mengaami penurunan dan target yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini
menunjukkan diperlukannya pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan, juga
disebabkan adanya jumlah pemaka jasa pengingpan yang menurun karena beberapa
objek pajak hotel mengalami perbaikan atau direnovasi.

Kata Kunci : Anggaran, Penerimaan, Pengawasan Pajak Hotel
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunen addah prosss perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rencana pembangunan
telah ada pada masa pemerintahan Orde Lama yang kemudian dilanjutkan oleh
Pemerintah Indonesia sejak masa pemerintahan Orde Baru dengan sistem
pemerintahan yang bersifat sentralistik yaitu sistem penyelenggaraan
pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Pembangunan dapat
dilaksanakan gpabila ada dana yang tersedia. Pemerintah mendapatkan dana dari
berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik sektor
swasta maupun sektor pemerintah. Salahsatu sumber penerimaan dari dalam
negeri adalah dari sektor pajak.

Pelaksanaan UU No0.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah dan UU No0.32 Tahun 2004 dan perubahan UU No. 28 tahun 2009
tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar
mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam
hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, yang
dikenal sebagai era otonomi daerah.

Daam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih

bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada



tugas, wewenang dan kewajibannya serta benar-benar sesua dengan maksud
dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan
daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian
utama dan tujuan nasiona. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga
harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan daerah lainnya, dalam
arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin
hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang
peranan yang sangat penting, karena melaui sektor ini dapat dilihat sejauh
mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan
yang menjadi unsur rumah tangganya.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(Mardiasmo, 2013)

Daam hd ini upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka
dalam meningkatkan pendapatan daerah secara optimalisasi intensifikasi
pemungutan pagjak daerah dan retribusi daerah menurut Soesastro (2005) yaitu
dengan cara : (1) memperluas basis penerimaan pagak (2) memperkuat proses
pemungutan (3) meningkatkan pengawasan (4) meningkatkan efisiensi
administras dan menekan biaya pemungutan, serta (5) meningkatkan

kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih bak.



Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses
mangemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunya posiS yang
penting. Anggaran mengungkapkan apa yang dilakukan dimasa mendatang.
Anggaran dapat diinterprestasikan sebagai pernyataan pemikiran penerimaan
dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa
periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan
dalam data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lau. Menurut
Mulyadi (2010) anggaran merupakan suatu anggaran kerja yang dinyatakan
secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan yang
lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Menurut Nafarin(2007) anggaran merupakan alat pengawasan
(controlling) pengawasan berarti  mengevaluasi (menilai) terhadap
pel aksanaan pekerjaan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)

2. Melakukan tindakan perbaikan gpabila dipandang perlu (apabila

perlu terdapat penyimpangan yang merugikan).

Usaharusaha untuk menggali sumber-sumber pendgpatan daerah,
mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun
dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Kondisi
permasal ahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak sama
pada masing-masing daerah, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat
kemaguan serta kemampuan sumber-sumber yang ada Daam rangka

peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan



pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus
mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk didalamnya pajak Hotel

Secara umum hotel merupakan suatu bentuk usaha yang menggunakan
suatu bangunan atau sebagian padanya yang khusus disediakan, dimana setigp
orang dapat mengingp dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-
fasilitas lainnya dengan pembayar.

Berdasarkan data yang diperolen dari dinas Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gayo L ues khususnya bagian Pendapatan untuk
tahun 2012 — 2016 sebagaimanatabel dibawah ini:

Tabel .1

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2012-2016 Dinas

Badan Pengelolaan K euangan Daerah Kab. Gayo L ues

Tahun Anggaran Anggaran Redlisas (Rp)
(Rp)
2012 1.664.403.464 26.676.500
2013 10.000.000 84.406.000
2014 8.640.000 132.691. 000
2015 50.000.000 195.814.800
2016 200.000.000 158.354.464

Sumber: BPKD Kabupaten Gayo Lues

Dari Tabel 1.2 diatas terlihat bahwa penerimaan pajak hotel setiap dari
tahun 2012 sampai 2015 mengalami peningkatan tetapi berbeda dengan
realisasi penerimaan pajak hotel ditahun 2016 mengalami penurunan. Lain hal
dengan anggaran yang telah ditetapkan, terjadi perbedaan yang sangat

signifikan disetigp tahunnya Bisa dilihat ditahun 2012 anggaran yang



ditetapkan Rp 1.664.403.464 tetapi ditahun 2013 anggaran yang ditetgpkan
hanya Rp. 10.000.000. Setelah Realisasi sangat melampui target yang telah
ditetapkan ditahun 2013, namun anggaran yang ditetgpkan ditahun 2014
kembali menurun hanya Rp. 8.640.000, hal ini sangat tidak menguntungkan
dari segi anggaran meskipun telah melampui target yang telah ditetgpkan.
Pada tahun 2015 anggaran sudah mulai ditingkatkan seiring dengan realisasi
penerimaan di tahun selumnya menjadi Rp. 50.000.000, dan redlisasi di tahun
2015 mencapal target. Namun ditahun 2016 mengalami penurunan realisasi
penerimaan dari tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan setiaptahun,
jugatidak terealisasinya anggaran yang telah ditetapkan.

Ha ini menunjukkan adanya sdlisih anggaran yang sangat signifikan
dan tidak menguntungkan antara realisasi dengan penerimaan. Menurut
Nafarin (2007) anggaran merupakan dat pengawasan (controlling),
pengawasan berarti mengevaluas (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan data, hal ini tidak sesuai dengan toeri yang ada, untuk masalah
diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penditian yang berjudul
“Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel

Pada Badan Pengelolaan K euangan Daerah K abupaten Gayo L ues’

B. Identifikas Masalah
1. Tidak terealisasinya penerimaan di tahun 2012 dan 2016
2. Terjadinya penurunan penerimaan paak hotel di tahun2016 di Kabupaten

Gayo Lues



3. Terjadinya perbedaan anggaran yang signifikan di setiap tahun

C. Rumusan Masalah
1. Apakah yang menyebabkan tidak tercgpainya penerimaan Pagjak Hotel
tahun 2012 dan 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan Bidang

Pendapatan Kabupaten Gayo Lues?

2. Bagaimana anggaran sebagal alat pengawasan penerimaan pagak hotel
pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan Kabupaten

Gayo Lues?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penulis adalah

1. Untuk mengatahui penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak hotel
tahun 2012 dan 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan Bidang
Pendapatan Kabupaten Gayo Lues.

2. Untuk menganalisis anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan
paak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang
Pendapatan Kabupaten Gayo Lues.

b) Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahun
mengenai pajak daerah khususnya tentang anggaran dan realisasi pgak

hotel di Kabupaten Gayo L ues.



2. Bagi Perusahaan
Sebagal bahan informasi pelengkap atau masukan bagi pihak-pihak
yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam
menganalisis anggaran penerimaan pagjak hotel di Kab. Gayo Lues.

3. Bagi Pihak lain
Sebaga tambahan informasi dan masukan untuk memberikan
gambaran lebih jelas bagi para peneliti selanjutnya mengenai

penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gayo L ues.



BAB ||

LANDASAN TEORI

A. Uraian teori
1. Anggaran
1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis
daam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi
seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa
yangakan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk
unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana
keuangan. Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi
penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam sebuah uang,
sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mulyadi (2015) Anggaran merupakan suatu rencana kerja
yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter dan
satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Menurut Supriyono (2015) Anggaran merupakan perencanaan
keuangan perusahaan yang dipaka sebagal dasar pengendalian (pengawasan)
keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang.

Menurut Gunawan Adisgputro dan Marwan Asri (2015) Anggaran

adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pada pelaksanaan



tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi, dan
pengawasan.

Menurut Munandar (2001) Anggaran adalah suatu rencana yang
disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang
dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku dalam jangka
waktu yang akan datang.

Menurut Nafarin  (2000) Anggaran merupakan rencana tertulis
mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk
jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi
dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa.

Menurut Mardiassmo (2011) Anggaran ialah pernyataan mengenal
estimasi kinerja yang hendak dicagpai selama periode waktu tertentu yang
dinyatakan dalam ukuran finansial.

Dai berbagai definisi diatas dapat ditarik kesmpulan bahwa
“Anggaran merupakan suatu rencana tertulis yang disusun secara sistematis
yang mencakup berbagai kegiatan operasional, dinyatakan dalam unit satuan

(moneter) untuk jangka waktu tertentu.

1.2 Pengertian Anggaran Pemerintah

Pramono Hariadi Dkk (2010) Anggaran adalah pernyataan estimasi
kinerja yang akan dicapa selama periode tertentu yang dinyatakan dalam
ukuran financial. Penganggaran dalam organisas sektor publik, khususnya

pemerintah merupakan tahgpan yang cukup kompleks karena tidak hanya
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mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi juga terdapat faktor sosial politik
yang sangat kental.

Anggaran dapat juga dikatakan sebagal pernyataan mengenal estimasi
kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran
financia. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor public, terutama
pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung
muatan politis yang sangat signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran
diperusshaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi
organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah
rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan
dan public yang dibebankan kepadanya.

Daam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah
rencanafinancial yang menyatakan:

1. Rencanarencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas
lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisas dalam
pelayanan.

2. Estimas besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan
rencanatersebut.

3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta

seberapa besar pemasukan tersebut.

1.3 Tujuan Penyusunan Anggaran Pemerintah

Tujuan penyusunan anggaran menurut Muindro (2008) diantaranya:
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a Memberikan informas yang diperlukan untuk mengelola secara
tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber
daya yang dipercayakan kepada organisasi, (tujuan ini terkait
dengan pengendalian mangemen (manajement control))

b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat
dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi
wewenangnya; dan memungkinkan pegawal pemerintah untuk
melaporkan kepada public atas hasil operasi pemerintah dan
penggunaan danapublic.

Tujuan laporan redlisas anggaran dalam peraturan pemerintah
Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 adalah menetapkan dasar-dasar
penyagian lgporan redlisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka
memenuhi  tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Selain itu tujuan pelaporan realisasi anggaran adaah
memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan, perbandingan
anggaran dan reaisasinya menunjukkan tingkat ketercgpaiannya target-target
yang telah disepakati antara legidatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penyusunan Anggar an Pemerintah
Manfaat penyusunan anggaran menurut Harun (2008) yaitu:

a.  Untuk mengarahkan sektor publik mencapai tujuan organisasinya,
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b. Pendorong tercapainya penganggaran,

c. Untuk mengkoordinasikan aktivitas,

d. Untuk  menyediakan  kerangka umum  bagi akuntansi

pertanggungjawaban (responsibility accounting),

e. Untuk membangun suatu s stem pengendalian,

f.  Untuk memotivasi parapejabat publik memperbaiki kinerja pelayanan.

Manfaat informasi redisasi anggaran dalam peraturan pemerintah
Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 adaah dapat menyediakan
informasi  mengena redlisasi pendapatan LRA, belanja, transfer,
surplus/deficit — LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informas tersebut
berguna bagi para pengguna lgporan dalam mengevaluas keputusan mengenai
lokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaastan entitas

pel gporan terhadap anggaran.

1.5 Prinsip-prinsip Anggaran Pemerintah
1. Otorisas oleh legidlatif
Anggaran harus mendapatkan otorisas terlebih dahulu dari legislatif
sebelum anggara tersebut dibelanjakan oleh eksekutif.
2. Komprehensif
Anggaran harus memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran
pemerintah

3. Keutuhan anggaran
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Seluruh penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam
danaumum (general fund).

4. Nondiscretionary appropriation
Jumlah anggaran yang disetujui oleh legislatif harus digunakan secara
ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Priodik
Anggaran harus disusun untuk jangka waktu tertentu, biasanya
tahunan untuk anggaran jangka pendek dan lima tahun untuk anggaran
jangka menengah.

6. Akurat
Anggaran penerimaan dan pengeluaran harus disusun secara akurat
sehinggatidak akan terjadi underestimate pendapatan dan overestimate
pengeluaran.

7. Jelas
Anggaran harus disusun secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami
oleh pengguna dan masyarakat.

8. Transparan
Anggaran disusun secara transparan dan dapat diketahui dengan

mudah oleh masyarakat.

1.6 Manfaat Anggaran
Menurut Agus Ahyari (2008) penggunaan anggaran dalam perusahaan

akan mendapat manfaat sebagai berikut:



1)

2)

3)

4)

5)
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Terdapatnya Perencanaan Terpadu

Dengan menggunakan anggaran perusahaan dapal  menyusun
perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu. Ha ini akan
dimungkinkan kerena dengan akan “disentuh” oleh anggaran.
Terdapatnya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan

Kegiatan yang ada dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan lebih
pasti karena dgpat mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada.
Terdapatnya Alat Koordinasi dalam Perusahaan

Penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada,
dengan demikian akan melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan.
Pelaksanaan kegiatan dengan mempergunakan anggaran sebagal
pedoman akan berarti melakukan kegiatan dalam perusahaan dibawah
koordinasi yang baik.

Terdapatnya Alat Pengawasan yg baik

Jika perusahaan akan menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen
perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan
anggaran yang tel ah ditetgpkan dalam perusahaan.

Terdapatnya Alat Evaluasi Kegiatan Perusahaan

Daam jangka waktu tertentu manajemen perusahaan akan dapat
menyusun evaluas kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan

tersebut dengan mempergunakan anggaran sebagai aat evaluasi.
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Sedangkan menurut menurut Gorrison, Noreen, Brewer (2007)
manfaat anggaran adalah sebagai berikut:
1. Anggaran merupakan adat komunikas bagi rencana manajemen
kepada seluruh anggota.
2. Anggaan memaksa mangemen untuk memikirkan dan
merencanakan masadepan.
3. Proses penganggaran dapat mengungkap adanya potensi masalah
sebelum masalah itu terjadi.
4. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada
berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan lebih efektif.
5. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan
cara mengintegrasikan rencana ke berbagai bagia
Dari beberapa manfaat anggaran diatas, dapat disimpulkan bahwa
anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan tolak ukur
untuk mengevauasi kinerja selanjutnya, selain itu anggaran juga memiliki
manfaat sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan, karena
dengan menggunakan anggaran maka perusahaan dapat merencanakan masa
depan perusahaan.
Menurut Mardiasmo (2011) anggaran mempunyai beberapa fungsi
utama, antaralain:

1. Anggaran sebagal Alat Perencanaan
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Anggaran merupakan alat perencanaan mangemen untuk mencapal

tujuan organisasi. Anggaran sebagal ala perencanaan digunakan

untuk:

a Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesua dengan
visi dan misi yang ditetapkan.

b. Merencanakan berbagai program dan kebijakan untuk mencapai
tujuan organisasi.

c. Mengaloasikan dana pada berbaga program dan kegiatan yang
telah disusun.

d. Menentukan indicator kinerjadan tingkat pencapaian strategis.

. Penganggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran digunakan untuk menghindari adanya overspending,

underspending dan salah sasaran (misapprooriation).

. Anggaran sebagai aat kebijakan fiscal

Anggaran dgpat digunakan sebagai aat menstabilkan ekonomi dan

mendorong pertumbuhan ekonomi.

. Anggaran sebagai dat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen

eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana public.

. Anggaran sebagai aat komunikasi dan koordinasi

Anggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam

pemerintah.

. Anggaran sebagai aat penilaian kinerja
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Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan
efisiensi anggaran.

7. Anggaran sebagai aat motivasi
Anggaran hendaknya bersifat jangan terlalu tinggi sehingga tidak
dapat dipenuhi, namun jangan terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran sebagal aat untuk menciptakan ruang politik
Dimana ruang politik masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan
berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses

penganggaran pubik.

Angaran mempunya fungsi yang sama dengan mangemen yang
meliputi fungsi perencanaan, koordinas, dan pengawasan.
a Perencanan
Berdasarkan kegiatam-kegiatan pada studi dan penelitian, mungkin
budgeting bermanfaat untuk membantu mangjemen mendliti, mempel g ari
masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang akan
dilakukan. Dengan kata lain, sebelum merencanakan kegiatan manajer
mengadakan penelitian dan pengamatan-pengamatan terlebih dahulu,
kebiasaan membuat rencana akan menguntungkan semua kegiatan.
b. Koordinasi
Menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran  yang
meguntungkan, dalam arti seimbang dengan program yang ada dalam

perusahaan.
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c. Pengawasan
Untuk mengawasi kegiatan dan pengeluaran. Sebelumnya telah dijelaskan
bahwa tujuan utma perencanaan adalah memilih kegiatan yang paling
menguntungkan. Kegiatan tersebut tidak hanya direncanakan sebelumnya,
karena setigp pengeluaran yang dilakukan harus diawasi. Untuk mencegah
pengeluaran yang tidak diperlukan, sebenarnya ini adaah tujuan yang
paing utama daam penyusunan anggaran agar dgpat membatasi setigp

pengeluaran yang dilakukan.

2. Pajak
2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting
untuk membiaya seluruh pengeluaran Negara. Selain untuk membiayai
pengeluaran Negara pgak juga digunakan untuk pembangunan nasiond,
dengan demikian pajak dalam pelaksanaannya dan perwujudannya dapat
dipaksakan.

Untuk merealisaskan maka pemerintah memerlukan kesadaran
masyarakat dalam membayar paak. Maka pemerintah harus lebih
memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa membayar pajak bukanlah
ha yang merugikan bagi masyarakat, karena penggunaan diberikan
sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat.

Menurut undang-undang perpajakan nomor 6 tahun 1983 sebagaimana

telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009. Pgak adaah



19

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imba an secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2011:1) Pajak adalah iuran iuran kepada Negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang waib membayarnya
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran  umum  berhubungan dengan tugas Negara yang
menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) “pajak adaah
iuran rakyat kepada Negara berdasarakan Undang-Undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum”.

Dari definis tersebut dapat disimpulkan bahwa pgak memiliki unsur-
unsur sebagai berikut:

. luran dari rakyat kepada Negara

Y ang berhak memungut pgak hanyalah Negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang).

. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta

aturan pelaksanaannya.
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3. Tanpajasatimbul atau kontraprestasi secaralangsung
4. Digunakan untuk kepentingan umum (pengeluaran pemerintah) untuk
kemakmuran rakyat.

5. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2 Fungs Pajak
Menurut Buku Perpajakan Zulia Hanum & Rukmini (2012), fungsi

paak dibagi menjadi 3 yakni:

1. Fungs Budgetair (penganggaran)
Paak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.  Contohnya yaitu dimasukkannnya paak
dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungs Reguler (mengatur)
Pagak sebagal adat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya pajak yang
tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang mewah untuk mengurangi
gaya hidup yang konsumtif.

3. Fungs Redistribusi/ pemerataan/ penya uran kembali.

2.3 Pengelompokan Pajak
Menurut Buku Perpgakan Zulia Hanum & Rukmini (2012)
Pengelompokan Pgjak dibagi menjadi 3 yakni:

1. Menurut Golongannya
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a. Pgak Langsung
Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat
dibebankan/dilimpahkan pada orang lain.
Contoh: PPh

b. Pgak tidak langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan pada orang
lain.
Contoh: PPN

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif
Paak yang berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan
keadaan diri wajib pajak.
Contoh: PPh

b. Pajak Objektif
Pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan
diri wajib pajak.
Contoh : PPN & PPn BM

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pgak Pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat.
Contoh : Pgjak Penghasilan, PPN, PBB, BPHTB, BeaMateral

b. Pagjok Daerah
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Pgak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : Pgjak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pgjak Reklame

dil.

24 Pajak Hotel
a. Pengertian Pajak Hotel
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah
dan Retribusi Daerah. Pgak Hotel adalah pgak atas pelayanan yang
disediskan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
pengingpan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggahan, rumah penginapan dan sgenisnya, serta rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan pengertian hotel
tersebut adal ah:
1. hotel merupakan suatu bnagunan atau lembaga, perusshaan atau badan
usaha akomodasi
2. menyediakan fasilitas pelayanan sga yakni pengingpan, makanan,
minuman sertajasalainnya
3. fasilitas dan pelayanan tersebut dipergunakan untuk umum

4. hotel berfungsi sebagai tempat tinggal sementarawaktu.
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b. Objek Pajak

Objek Pgak Hotel adalah pelayanan yang disediskan oleh
hotel.Pelayanan yang disediakan hotel termasukjuga jasa penunjang sebagai
kelengkapan hotel yang sifathya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.Jasa penunjang sebagaimana
dimaksud adalah fasilitastelepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi,
pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sgjenis lainnya yang

disediakan atau dikelola hotel.

c. Tidak termasuk objek Pajak Hotel
Tidak termasuk objek Pgjak Hotel adalah:

1. jasa tempat tinggad asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah;

2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

4. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,
panti asuhan, dan panti sosid lainnya yang sejenis; dan

5. jasa biro perjdanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan

oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

d. Dasar Hukum Pajak Hotel
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Retribusi Daerah.
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2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pgjak
dengan Surat Paksa.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
3. Pengawasan (controlling)
a. Pengertian Pengawasan
Didalam suatu instans baik pemerintah maupun swasta ataupun suatu
organisas seringkali dijumpai  permasalahan-permasalahan yang akan
menghambat pencapaian suatu tujuan. Permasalahan yang mucul antara lain
seperti masalah keuanagn, waktu dan lain-lain. Maka oleh karena itu untuk
menjaga suatu pekerjaan agar tetap sesua dengan rencana tanpa menyimpang
dari tujuan awal dan agar dapat dengan cepat menanggapi apabila terjadi
kendala dalam prosesnya maka dibutuhkan ha yang disebut dengan
pengawasan.
Pengawasan bisa didefiniskan sebagal suatu usaha sistematis oleh
manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan
yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menetukan apakah kinerja sejlaan

dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang
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diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan
selekstif mungkin didalam mencapai tujuan.

Menurut T.Hani Handoko (2012, hal 77) “Pengawasan adalah penemuan
dan penergpan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah
dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”.

Sedangkan menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2013, ha 233)
“Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa
apa yang sudah dikerjakan untuk membuat sang manejer waspada terhadap
suatu persoalan potensial, sebelum persoaan itu menjadi serius’.

Pengertian pengawasn atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesual
dengan pasal 1 peraturan pemerintah nomor 79 tahun tentang pedoman
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adaah
proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah
berjalan secara efisen dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
perundang-undangan.

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian
pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetgpkan standar
pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan sSistem informasu dan
mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi

yang diperlukan.
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b. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah

Proses pemungutan pajak daerah merupakan suatu sistem pengawasan yang
baik.menurut Mardiasmo (1996, hal 13) salah satu pengawasan yang penting
daam perpgakan adalah adanya pemeriksaan pgak yang dilakukan oleh
aparat pgak dalan mengawasi kepatuhan wagjib paak. Seperti hanya
manajemen, pentingnya tidak pengawasan terhadap pelaksanaan pgak tidak
luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah
penyimpangan dan penggel gpan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya
pengawasan pgak, diharapkan penyimpangan dan penggel gpan pajak tersebut
dapat diminimalisir.

Menurut Baridwan (2001, ha 13) pengertian dalam arti luas adaah:
“Pengawasan itu meliputi struktur orgamisasi dan semua cara-cara serta aat-
alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan
untuk menjaga keamanan harta milik perusshaan memaukan efesiensi
diddam perusahaan, dan menjaga dipatuhinya kebijakan mangemen yang
telah ditetapkan lebih dahulu”.

Berdasarkan definisi diatas pengendalian intern merupakan suatu kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan agar apa yang direncanakan dicgpai dengan
baik, dan pengawasan intern yang dilakukan dapat menekan terjadiya

penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.



27

¢. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah
daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih,
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi pengawasan adalah identifikasi
berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan
tindakan koreksi yang diperlukan untuk memastikan agpa yang telah

direncanakan dan di koordinasikan berjalan sebagaimana mestinya.

d. Tipe-Tipe Pengawasan

Menurut T.Hani Handoko (2012, hal 361) mengemukakan pengawasan

terdapat 3 tipe, yaitu sebagal berikut:

1. Pengawasan pendahuluan  (feedforwarrd control). Pengawasan
pendahuluan, atau sering disebut steering control, dirancang untuk
mengantisipas masalah-maslaah atau penyimpangan-penyimpangan dari
standar atau tujuan dan memungkinkan koreks dibuat sebelum suatu
tahap kegiatan tertentu terselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini
lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masdah dan me
ngambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu maslah terjadi.
pengawasan ini efektif hanya bila manger mampu mendapatkan
informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan
dalam lingkungan atau tentang perkembnagan terhadap tujuan yang

diinginkan.
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2. Pengawasan concurrent control. Pengawasan ini sering disebut
pengawasan “yatidak”, screening control atau “berhenti-terus’,
dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini
merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus
disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-
kegiatan biasa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “ double-
check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan baik (feedback control). Pengawasan umpan balik,
juga dikena sebagai past-action controls, mengukur hasil dari suatu

kegiatan yang telah diselesaikan.

e. Tahap-Tahap Dalam Proses Pengawasan

Menurut T.Hani Handoko (2012, hal 362) mengemukakan pengawasan
mempunyai tahap-tahgp dalam proses pengawasan yaitu sedikitnya 5 tahap
yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan standar pelaksanaan

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

3. Pengukuran pelaksanaa kegiatan nyata

4. Pembandingan  pelaksanaan  kegiatan dengan  standar  dan

penganalisaannya penyi mpang-penyimpangan, dan

5. Pengambilan tindakan koreksi bilaperlu.
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f. Karakteristik -Karekteristik Pengawasan yang Efektif

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria-kriteria
tertu. Menurut Handoko (2012, hal 373) kriteria-kriteria pengwasan yang
efektif adalah sebagal berikut :

1. Akurat; informas tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang
tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi
mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan
masalah yang sebenarnyatidak ada.

2. Tepat waktu; informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi
secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan dengan segera.

3. Objektif dan menyeluruh; informasi harus mudah dipahami dan bersifat
obyektif sertalengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi; sistem pengawasan harus
memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-
penyimpangan dari standar sering terjadi atau yang akan mengakibatkan
kerusakan yang paling fatal.

5. Redlistik secara ekonomis; biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus
lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh
dari sistem tersebuit.

6. Redlistik secara organisasional; sistem pengawasan harus cocok atau

harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
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7. Terkoordinas dengan diran kerja organisasi; informasi pengawasan
harus koordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setigp tahap
dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan
keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada
seluruh personalia yang memerlukan.

8. Fleksibel; pengawasan harus mempunyai  fleksibilitas  untuk
memberikan tanggapan atau reaks terhadap ancaman ataupun
kesempatam dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional; sistem pengawasan yang
efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar,
tindakan koreksi gpa yang seharusnyadiambil.

10. Diterima para anggota organisasi; sistem pengawasan harus mampu
mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan
mendorong perasaan ekonomi, tanggung jawab dan prestasi.

Guna mengukur tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel

dibawah ini :
Tabel 111.1

Indikator Pengukuran Efektifas
Persentase Kriteria

>100% Sangat Efektif
90%-100% Efektif
80%-90% Cukup Efektif
60%-80% Kurang Efektif

<60% Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996



4. Penelitian Terdahulu
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Daam penelitian ini selain berpedoman dan masukan bagi pendliti

daam mengandisis penelitian ini selain pada data yang didapat dari

perusahaan, penulis juga mereferensi penelitian terdahulu, juga sebagai bahan

pertimbangan dalam penelitian tentang analisis anggaran pada Dinas Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gayo Lues, penulis

mencantumkan penelitian terdahulu yang terangkum sebagal berikut:

Tabel 11.2

Penelitian Terdahulu

Nama Judul Hasll
Y eni Ernita (2016) Andlisis fungsi anggaran | Tingkat realisas penerimaan pajak hotel
sebagai aat pengawasan | dan pajak restoran pada dinas Pendapata
penerimaan pajak hotel dan | Daerah Kabupaten Langkat masih belum
pajak restoran di Dinas | mencapai target yang telah ditetapkan, hal
Pendapatan Adi  Daerah | ini dapat dilihat dalam bebergpa tahun
Kabupaten Langkat. untuk setiagp penerimaan pgjak hotel dan

paja restoran pada tahun 2011 s/d 2016.
Kurangnya sosialisasi dari  Pemko
Langkat terhadap wajib pajak hotd dan
pajak restoran sehingga banyaknya wajib
pajak yang tidak meaporkan karena
keterbatasan sosidlisasi dan pengetahuan
terkait pajak tersebui.

Betty Rahayu (2011)

Analisi potensi pajak hotel
terhadap realisasi penerimaan
pajak hotd di Kabupaten
Gunung Kidul

Pengukuran  perbandingan  tercermin
dalam efektifitas pajak hotel yang nilainya
yang sdau menurun dari tahun ke
tahunselama tahun 2005-2009 bahkan
nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap
tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa
potensi pgjak hotel belum tergali secara
optimal dan terdapat beberapa hal yang
perlu di  koreksi seperti  system
pengelolaan dan manajemen dari hotel-
hotel yang ada tersebut.




32

Dwi Putri Kusuma

Hastuti (2014)

Efektivitas pajak daerah dan
pendapatan adi daerah tahun
2010-2014 di  Kabupaten
Progo

Presentase efektivitas pajak daerah
terhadap  pendspatan adi  daerah
mengalami kenaikan. Masih ada beberapa
hambatan yang dihadapi pemerintah
daerah Kabupaten Kulon Progo, terkait
dengan upaya meningkatkan realisasi
pajak daerah sehingga pengaruh pajak
daerah terhadap pendapatan adi daerah
Kabupaten Kulon Progo mengalami naik
turun selama tahun 2010-2014

Ardiles (2010)

Andlisis Potens dan
Kontribus  Pgjak  Hote
Terhadap Pendapatan Adli
Daerah Pemerintah Kota
Padang

Bahwa potensi penerimaan pajak hotel
dikota Padang belum mencerminkan
potensi yang sebenarnya. Oleh karena itu
dinas pendapatan daerah kota Padang
perlu mengoptimalkan penerimaan pajak
hotel agar pendapatan asli daerah juga
semakin meningkat.

Fitria Mareta (2016)

Andlisis penerimaan pajak
hoted dalam meningkatkan
kontribus pendapatan adli
daerah  Kabupaten Aceh
Tenggara

Hasil analiss mengenai kontribus pajak
hoted terhadap PAD di Kab. Aceh
Tenggara menunjukkan hasil yang cukup
bagus. Untuk potensi pagjak hotd, hasil
analisis menunjukkan adanya peningkatan
kemajuan ekonomi yang dialami Kab.
Aceh Tenggara dari tahun ke tahun.

B. Kerangka Berfikir

Proses penyusunan anggaran adaah peran dalam suatu pencapaian target di

Badan Pengelolaan Keuangan khususnya bidang Pendapatan. Dengan menyususun

anggaran penerimaan, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan

kegiatan tersebut. Dengan adanya anggaran sebagal pedoman kerja, dihargpkan

semua subbagian dalam perusahaan saling bekerja sama sehingga akan meningkatkan

kinerja operas dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya bagian

Pendapatan. Berikut ini tampilan kerangkaberfikir dalam pendlitian ini:




BPKD
Pajak Hotel
A 4
Anggaran
v v
Target Redlisas
A 4
Pengawasan

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
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BAB |11

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni
penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikan data dari sumber data
untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek
yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013) metode pendekatan deskriptif yaitu
penelitian yang bertujuan untuk menygikan gambaran lengkgp mengenai
fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa:
individu, organisasi, industria, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek-

aspek yang relevan dan fenomenayang diamati.

B. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas ha yang
diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan variabel dan
mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Definisi operasional
merupakan pengubah konsep yang masih berupa katakata yang
menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan
kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan

(Nurmayasari, 2010).
Fungsi Anggaran Pendapatan Pgak Daerah khususnya pagjak hotel

sebagal aat pengawasan ini sangat berperan penting untuk pedoman kerja
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organisasi karena dengan anggaran kita dapat membandingkan antara hasil
yang kita dapat dengan apa yang direncanakan untuk dapat mencapai
pendapatan yang maksimal.

Guna mengukur tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada

tabel dibawah ini :
Tabel 11.1

Indikator Pengukuran Efektifas
Persentase Kriteria

>100% Sangat Efektif
90%-100% Efektif
80%-90% Cukup Efektif
60%-80% Kurang Efektif

<60% Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Adapun kisi-kiss wawancara yang akan peneliti lakukan adalah
sebagai berikut:

Tabel I11.2
Kisi-kiss Wawancara
Komponen Butir

1. Ha-ha yang mempengaruhi penetapan anggaran

1

2. Pencapaian target redisasi penerimaan paak
hotel 2-3

3. Anggaran sebagal alat pengawasan penerimaan
pajak hotel 4-7

Total 7




C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

36

Penelitian ini dilakukan di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

(BPKD) Kabupaten Gayo Lues yang beralamat Jin Tgk. Mahmoed No. 1 Kabupaten

Gayo Lues.

Waktu Pendlitian

Tabel I11.3

Rincian Waktu Pendlitian

N Keterangan Desember | Januari Februari Maret April
° 1[2]3[4[1]2]3 2(3]4 2[3 2[ 3
Pengajuan judul
2 Penyusunan
proposal
3 | Bimbingan proposal
4 | Seminar Proposal
5. | Penulisan Skripsi
6 | Bimbingan Skripsi
7 | Siding MegaHijau

D. Jenisdan Sumber Data

1. JenisData

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kudlitatif dan

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk

numerik tetapi berupa gambaran deskripsi/ dalam bentuk uraian seperti

gambaran umum tentang desa, serta data pustaka serta hasil wawancara
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langsung ke Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo
Lues. Dan data kuantitatif berupa angka-angka berupa lgporan Redisasi
Anggaran Pendapatan tahun 2012-2016 di Kabuputen Gayo L ues.

2. Sumber data

Sumber data primer dan jenis data sekunder. Data primer menurut
(Indriantoro dan Supomo, 2002: 47) merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh secaralangsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara.
Data primer dapat berupa opini subjek secara individua atau kelompok, hasil
observasi terhadap benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Pada
penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui wawancara.

Data sekunder menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002: 47)
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicacat oleh pihak lain.
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan. Data sekunder diperoleh dari Dinas Badan Pengelolaan
Keungan Daerah Kabupaten Gayo Lues berupa data Laporan Redisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues selama 5

tahun kebelakang.

. Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik

dokumentasi dan wawancara.
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1. Dokumentasi yaitu melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen
yang mendukung. Adapun dokumen yang dipakai dalam penelitian ini
adalah laporan redlisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
didalamnyatermasuk laporan realisasi anggaran paak hotel.

2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan
pernyataan tertulis kepada sujek penelitian. Pada penelitian ini peneliti
akan melakukan wawancara kepada pegawa Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

F. Teknik Analisis Data

Teknik andisis data yang digunakan dalam pendlitian ini adalah teknik
analiss deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan
mengumpulkan data dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian
menganalisis serta menginterprestasikan data sehingga memberikan suatu
gambaran yang sebenarnya mengena keadaan perusahaan, baik itu data-data
mengenai Target dan Realisas Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Gayo Lues dan kegiatan di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Gayo L ues.

Menurut Moleong (2010) andlisis data adalah proses mengatur urutan
data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.
Definisi tersebut member gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan

analissdatadilihat dari segi tujuan penelitian.
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Teknik analisis digunakan sebagai berikut:
. Mencari teori-teori yang mendukung analisa
. Mengumpulkan data dari objek penelitian

. Menarik kesimpulan dan memberi saran



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Deskrips Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan bidang
pendapatan Kabupaten Gayo Lues tentang pgak hotel baik berdasarkan dokumentasi
maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu
terdapat kendala-kendala maupun penyebab dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan
dalam penerimaan pajak hotel.

Penelitian ini  menggambarkan pengawasan penerimaan pagak hotel
berdasarkan data jumlah realisas penerimaan pajak hotel dan target penerimaan pajak
hotel. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung presentase dari penerimaan
paak untuk mengetahui pengawasan penerimaan paak hotel dalam kategori tidak
efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif atau sangat efektif.

Pada bab ini penulis membahas lebih jauh tentang pengawasan penerimaan
paak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan khususnya Bidang Pendapatan
Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 serta membahas
faktor yang menyebabkan belum tercapainya penerimaan paak hotel tahun 2012 dan
2016 dan pengawasan pagak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan bidang

Pendapatan Kabupaten Gayo Lues.
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2. Target dan Realisas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gayo L ues

Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues yang
membuat anggaran target paak hotel dengan melihat pertumbuhan dan
perkembangan potensi pajak hotel baik objek maupun subjeknya, tingkat kesadaran
subjek pagaknya dan melihat anggaran tahun yang lalu dan penerimaan pgak hotel
tahun lalu.

Berdasarkan hadl penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Gayo L ues diperoleh data berupa tabel anggaran atau target dan
realisasi pendapatan daerah khususnya pgak hotel selama 5 tahun, dapat dilihat pada
tabel 1V.1

Tabel IV.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2012-2016 Dinas

Badan Pengelolaan K euangan Daerah Kab. Gayo L ues

Tahun Anggaran (Rp) Redlisas (Rp) Presentase (%)
Anggaran
2012 1.664.403.464 26.676.500 1,6
2013 10.000.000 84.406.000 844
2014 8.640.000 132.691. 000 1.535,7
2015 50.000.000 195.814.800 391,6
2016 200.000.000 158.354.464 79,1

Sumber: BPKD Kabupaten Gayo Lues

Dari tabel 1V.1 mengenai target anggaran dan realisasi penerimaan paak hotel
pada tahun 2012 dapat dilihat targetsebesar 1.664.403.464 dan realisasi sebesar

26.676.500 atau dengan kata lain di tahun ini target yang ditetapkan tidak tercapai



42

dengan presentase hanya sebesar 1,6 % dan berdasarkan kriteria indikator pengukuran
efektifitas realisasi penerimaan paak hotel tahun 2012 tergolong tidak efektif.

Target pgak hotel pada 2013 turun sangat signifikan hanya 10.000.000 dan
realisasinya sebesar 84.406.000 dengan presentase 844 %, hal ini menunjukkan target
yang ditetapkan terealisasi dengan baik dan berdasarkan kriteriaindikator pengukuran
efektifitas tergolong sangat efektif.

Tahun 2014 target yang ditetgpkan maah menurun hanya 8.640.000 namun
jika dilihat dari realisasi penerimaan sebelumnya menunjukkan jumlah yang sangat
tinggi dengan presentase 844%, tetapi target yang ditetapkan di tahun 2014 sangat lah
kecil. Redisas penerimaan ditahun 2014 mengalami kenaikan yakni sebesar
132.691.000 dengan presentase 1.535,7, ha ini menunjukkan target yang ditetapkan
sangat lah tercapaidan tergolong sangat efektif. Tetapi jika dibandingkan dengan
realisasi tahun sebelumnya seharusnya target yang ditetgpkan bisalebih besar.

Target realisas pgjak hotel untuk tahun 2015 50.000.000 yang teredlisasi
sebesar 195.814.800 dengan presentase 391,6 % atau dengan kata lain target yang
ditetapkan tercgpai dengan baik berdasarkan indikator pengukuran efektifitas realisasi
penerimaan pajak hotel tergolong sangat efektif.

Target redisasi pajak hotel untuk tahun 2016 sebesar 200.000.000 yang
terealisas 158.354.464 dengan presentase 79,1 % atau dengan kata lain target yang
ditetapkan tidak tercgpai dan kriteria pengukuran berdasarkan indikator efektifitas
kurang efektif.

Dai data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 s/d 2015

penerimaan pagak hotel mengalami peningkatan tetapi di tahun 2016 mengalami
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penurunan penerimaan pajak hotel. Hal ini tidak dibarengi dengan pengawasan
pemungutan pajak hotel yang masih belum efektif karena reaisasi untuk tahun 2012
dan 2016 tidak tercapai. Jka di 2012 tidak tercapai dikarenakan target yang
ditetapkan terlalu tinggi. Tetapi jika di 2016 tidak tercapa dikarenakan kurangnya

pengawasan pemungutan pajak hotel.

3. Proses Pengawasan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Bidang
Pendapatan K abupaten Gayo L ues
Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena
sangat menentukan didalam proses pencapaian organisasi. Menurut Sastro Hadiwiryo
(2003) menyatakan bahwa “Pengawasan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk
mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditetgpkan dan tahapan yang harus dildui. Pengawasan mutlak diperlukan agar
dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpagan dari
apayang telah disusun sebelumnya.”
Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan
K euangan Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo L ues yaitu:
1. Menentukan target penerimaan paak hotel
Menetetapkan besaran dari target pgak hotel dengan cara membuat
perhitungan potensi pajak hotel untuk tahun berikutnya berdasarkan
penerimaan pajak hotel tahun lau dan dengan memperhitungkan
perkembangan atau pembangunan yang ada untuk besaran target pajak yang

ditetapkan.
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2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pemungutan pajak
hotel.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan
terjun langsung ke lapangan.

4. Melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan mapping terhadap seluruh
wajib hotel yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran
pajaknya.

5. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang
telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.

6. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang
telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan target

ditahun 2012 dan 2016 belum tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya wajib

paak yang tidak patuh pada aturan perpaakan yang berlaku serta potensi dan

jasa pemakai hotel yang berkurang.

Adapun identifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan yaitu sebagai

berikut:

1. Masih adawagjib pagak yang tidak mau mengurus pajaknya.

2. Ditetgpkan waib pgak yang tidak tidak menangih tariff pgak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tidak semua wajib pgak mengindahkan surat tagihan pajak yang telah

diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Bidang Pendapatan.
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4. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai
dengan yang dikutip dari subjek pajak.

5. Adanyawsjib pgak yang tidak menyetorkan tunggakan pgaknya.

6. Masih ada wgib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesual
dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetgpan Pgak Daerah
(SKPD).

7. Masih ada wajib pgak yang menyampakan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah tidak tepat waktu.

B. Pembahasan

1. Penyebab Belum Tercapainya Target Penerimaan Pajak Hotel di Bidang
Pendapatan pada Badan Pengelolaan K euangan K abupaten Gayo L ues
Penyebab belum tercapainya pajak hotel adalah sebagal berikut:

1. Menurunnyajumlah pemakai jasa penginapan
Tidak maksimun jumlah pemaka jasa atau wisatawan yang memaka jasa
penginagpan dari tahun sebelumnya

2. Beberapaobjek pajak hotel mengalami perbaikan dan renovasi
Beberapa objek pajak hotel sedang banyak mengalami renovasi yang besar-
besaran. Hal ini karenaingin memperluas hotelnya.

3. Masih adawsjib pgak yang menyampaikan surat pemberitahuan pagjak daerah
tidak tepat waktu. Hal ini karena mengalami keterlambatan atau mereka
kurang memahami prosedur-prosedur administrasinya.

4. Kurangnyasosalisas atau penyuluhan terhadap wajib pajak.
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Hal ini bisa menyebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam hal pagak
hotel. Untuk itu diperlukan penyuluhan dan sosialisasi yang baik terhadap

masyarakat dan wajib pajak khususnya.

2.Anggaran Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Alat Pengawasan di Badan
Pengelolaan K euangan

Anggaran penerimaan pajak hotel dapat dijadikan sebagai aat pengawasan
untuk mencapai tujuan yang diharapkan, disamping sebagal aat pengawasan
anggaran juga dijadikan sebagai pedoman kerja dan aat koordinas bagi bidang
Pendapatan, untuk mencapal tujuan yang diharapkan anggaran yang telah ditetgpkan
dibandingkan dengan redlisas pendapatan. Selisih antara anggaran pendapatan dan
realisasi pendapatan dianadisa lebih lanjut. Anggaran diperlukan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan bidang pendapatan sebaga alat pengawasan terhadap
pelaksanaan (realisas) dari rencanatersebut diwaktu yang akan datang.

Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur atau evaluasi realisas kegiatan
perusahan nantinya. Dengan membandingkan kegiatan apa yang terutang didalam
anggaran peneriman pajak hotel dengan gpayang dicapai atau yang direalisasikan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena
sangat menentukan didalam proses pencgpaian tujuan organisasi. Menurut Sastro
Hadiwiryo (2003) menyatakan bahwa “pengawasan suatu proses dan rangkaian
kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dgpat dilakukan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak



47

diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segaa
ketimpangan dari apa sajayang disusun sebelumnya’.

Adapun proses pengawasan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Kab. Gayo L ues khususnya bidang Pendapatan yaitu:

1. Menentukan target penerimaan pajak hotel, menetagpkan besaran dari target
paak hotel dengan cara membuat potensi pgak hotel untuk tahun berikutnya
berdasarkan tahun sebelumnya dan memperhitungkan dengan perkembangan
yang ada.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (intensifikasi dan
ekstensifikasi) pungutan pajak hotel.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan
terjun langsung ke lapangan.

4. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang

telah ditetapkan dan menganalisa penyimpangan yang terjadi.

Untuk mengetahui penyimpangan dan kendala kemudian bidang pendapatan
meningkatkan proses pengawasan diantaranya:
1. Melakukan kunjungan ataupun evaluasi langsung ke objek pajak
Daam hal ini para petugas lapangan harus melakukan kunjungan langsung ke
objek pajaknya untuk lebih mengetahui gpa permasal ahan-permasa ahan yang
ada di objek pgak. Setelah diketahui permasaahan atau penyimpangan yang
terjadi maka petugas harus mengevaluasi kinerja atau kegiatan yang dianggap

tidak menguntungkan
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2. Menyesuaikan data penerimaan dengan kondisi lapangan dan data-data dari
sumber lainnya
Y akni datayang ada di penerimaan harus disesuaikan dengan data dilapangan,
ada atau tidak objek pajak serta data-data dari sumber lainnya. Bisa sgja data
di penerimaan tidak ada, tetapi fakta dilapangan ada objek pajak yang belum
mendaftarkan usahanya, juga sebaliknya.

3. Menertibkan administrasi usahanya
Pengusaha-pengusaha yang mempunyai usaha perhotelan diwajibkan
mengurus administrasi yang telah ditentukan pemerintah. Mula dari ijin
usahanya, adanya Nomor Pokok Wajib Pgak Daerah (NPWD) dan
administrasi lainnya. Jika pengusahatertib dalam hal administrasi, hal ini bisa

membantu meningkatkan penerimaan pajak hotel.



BABV

KES MPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada andlisis yang telah dilakukan daam penelitian ini,
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Target penerimaan pajak hoteltidak dapat tercgpai dari tahun 2014 dan
2016 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, menurunnya jumlah
pemaka jasa pengingpan, beberapa objek paak hotel mengalami
perbaikan dan renovas di Kabupaten Gayo Lues, masih ada wajib pagak
yang menyampaikan surat pemberitahuan pagak daerah tidak tepat waktu,
kurangnya sosiadisasi atau penyuluhan terhadap wajib pajak di Kabupaten
Gayo Lues.

2. Pengawasan penerimaan pagak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah
(Badan Keuangan) Kabupaten Gayo Lues sudah efektif namun masih ada
penerimaan 2014 tidak efektif dan 2016 kurang efektif dalam penerimaan

pajak hotel belum mencapa target yang telah di tetapkan.

B. Saran
Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang
diperoleh, maka disarankan yang digjukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut;
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1. Untuk memenuhi target penerimaan pagak hotel yang telah ditetgpkan
oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues memiliki
strategi atau upaya yang dilakukan dalam memenuhi target penerimaan
pajak hotel yaitu dengan cara, menertibkan pelayanan administrasi yang
menyangkut atau berkaitan dengan perhotelan,melakukan penyuluhan-
penyuluhan kepada pengusaha hotel serta kepada seluruh masyarakat.
Agar masyarakat umum atau wajib pajak mengetahui bahwa dengan
membayar pajak tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu
sendiri, sehingga meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak.

2. Dihargpkan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues untuk

pajak hotel lebih ditingkatkan lagi agar hasilnyalebih efektif.
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